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I. PENDAHULUAN

Masalah terorisme pada Abad ke-21 ini mendapat perhatian yang sangat serius dari berbagai kalangan, terlebih lagi setelah terjadinya serangan teroris ke gedung kembar (Twin Towers) World Trade Center, New York, dan markas angkatan bersenjata  A.S, Pentagon  pada tanggal 11 september 2001, dimana teroris menggunakan pesawat terbang komersial sebagai alat serang, yang menimbulkan korban jiwa kurang lebih 3000 orang. Peristiwa tanggal 11 september 2001 di AS adalah merupakan serangan teroris paling fantastis yang terjadi pada awal Abad-21 ini, karena cara yang dilakukan dalam menyerang target atau sasaran begitu rapi, terencana, rahasia dan canggih, dan korban jiwa sangat banyak.

Dalam sejarah perkembangan kehidupan suatu negara di dunia ini terdapat negara-negara yang sering menjadi ancaman atau target serangan terorisme, baik teroris yang bersifat lokal maupun yang bersifat internasional. Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme lokal yang berdimensi internasional pun kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut. Sebagai kosekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan masal yang terjadi di belahan  dunia akibat kekeringan yang besumber dari degradsi lingkungan, terjadinya perpindahan penduduk secara illegal dalam jumlah besar dari negara lain akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta mengalirnya narkotika dan obat bius secara besar-besaran dari negara berkembang  yang telah mengancam generasi muda negara maju dan eksistensi negara tersebut di masa depan. 

Namun dilain pihak telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman baru yang disebutkan sebelumnya. Sehingga masalah keamanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus sangat rawan dewasa ini ( Abad 21 ). Terorisme muncul sebagai isu penting  yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai keamanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan dan narkotika (obat bius), terorisme menjadi masalah serius bagi dunia dewasa ini, karena implikasinya secara luas dapat berpengaruh  terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca perang dingin (cold war). Dapat dikatakan bahwa, terorisme merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, mereka menginginkan tata dunia yang lebih adil menurut versi mereka.
 Para pelaku terorisme, dalam konteks nasional atau internasional sangat anti terhadap perkembangan  dunia pada Abad ke 21 ini, yang dikenal dengan era globalisasi. Era globalisasi ini ditandai dengan unggulnya faham pragmatisme, hedonisme, dan  kapitalisme yang menguasai dunia. Dalam tataran internasional peran Amerika Serikat  sebagai hegemoni sistem tata dunia secara politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya, telah memunculkan citra dan anggapan bahwa negara adidaya ini, dan sekutu-sekutunya, menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap fenomena ketidakadilan global selama ini. Untuk itu berbagai upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memperingatkan dunia, Amerika Serikat utamanya, menjadi salah satu target utamanya. Upaya dunia merespon permasalahan ini telah mewujudkan berbagai sarana penekan terhadap AS dan negara-negara maju lainnya untuk merestrukturisasi, kalau tidak dapat disebut mengganti, menuju sistem tata dunia yang lebih adil. Berbagai tekanan dari sejumlah organisasi pemerintah maupun LSM, politisi dan publik internasional telah memberikan peran yang berarti dalam satu dekade terakhir ini. Namun demikian, lambatnya respon dan resistensi AS dan Barat terhadap tekanan tersebut semakin mendorong  kelompok-kelompok tertentu menggunakan cara lain yang dinilai memberikan efek gema global dan menarik perhatian, karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan ekonomi dan politik, tidak hanya bagi AS dan negara-negara Barat saja tetapi juga dunia.
  Serangan teror terhadap suatu kawasan yang menyebabkan terbunuhnya banyak orang di kawasan tersebut, juga dirasakan sebagai ancaman dan trauma oleh orang-orang yang berada di luar kawasan atau daerah dimana terjadi serangan terror tersebut. Dengan kata lain, bahwa serangan teroris di suatu kawasan dapat berindikasi terhadap efek psikologis yang begitu luas terhadap keamanan jiwa dan raga bagi orang-orang yang berada di luar kawasan bahkan jauh di luar kawasan terjadinya serangan teror tersebut.            

Peranan hukum dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial adalah sangat penting. Tanpa adanya aturan-aturan atau norama-norma yang membatasi dan mengatur prilaku manusia, maka kehidupan antar manusia akan menjadi tidak tertib atau akan terjadi ketidakteraturan. Berbicara masalah hukum, kita tidak dapat terlepas dari faktor-faktor lain yang mepengaruhi hukum, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hukum adalah politik. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing
, atau dapat dikatakan pula bahwa sumber kekuasaan suatu sistem hukum yang pertama-tama adalah sistem politik.

Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, maka politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
  Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.
 

Politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan dilain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh perkembangan hukum di  negara-negara lain, serta perkembangan hukum internasioanl. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang.
 

Memberdayakan hukum untuk kepentingan rakyat Indonesia, tidak terlepas dari kajian filsafat hukum. Dalam kajian filsafat hukum terdapat mashab hukum yang sangat terkenal, yaitu sociological jurisprudence. Salah satu tokohnya adalah Roscoe Pound, dengan konsepnya yang terkenal yaitu: law as tool of sosial engineering. Menurut pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pendayagunaan hukum sebagai saran untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini ‘eksekutif’) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara yang tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan keinginan-keinginan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang akan terwujudnya perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup
 yang didasari oleh keamanan dan stabilitas negara yang kondusif sangat diperlukan. 

Untuk tercapainya taraf hidup berdasarkan rasa aman yang diinginkan oleh masyarakat, maka konsep negara hukum harus dilaksanakan. Franz Magnis-Suseno menyebut  empat syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali temali satu sama lain.
 Keempat ciri tersebut adalah: (a) adanya asas legalitas yang artinya bahwa pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (b) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaa kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (c) adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (d) adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Terkait dengan ciri yang ketiga yaitu, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hal ini sangat berhubungan dengan rasa aman setiap individu yang ada di dalam suatu negara. Dalam negara yang menganut prinsip Rule of Law, seperti negara yang tunduk dalam Sistem Hukum Anglosaxon maupun negara yang menganut prinsip rechtsstaat dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental, menempatkan perlindungan HAM dan prinsip persamaan sebagai hal mendasar yang harus dilindungi negara.
  Dalam kajian ini perlindungan HAM difokuskan pada keamanan manusia (human security) dari serangan-serangan teroris. 

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber politik hukum, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtra serta ikut serta secara aktif  memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif  baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahtraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pembrantasan secara berencana  dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
  

II. TERORISME MENGANCAM PERADABAN UMAT MANUSIA
Gerakan terorisme pada Abad-21 ini mendapat perhatian yang serius oleh sebagian besar negara yang ada di dunia ini. Setelah serangan teroris gedung kembar WTC, Pentagon dan Gedung Putih di AS tanggal 11 September 2001, dan juga serangan bom yang berhasil dan gagal dari teroris terhadap negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Khusus untuk di Indonesia serangan teroris yang paling fantastis terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 ketika dua klab malam yaitu, Sari Club dan Paddy’s yang berlokasi di Kuta, Bali di bom oleh jaringan teroris Jemaah Islamiah (JI) yang menimbulkan korban jiwa 200 orang lebih, korbannya tidak hanya warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing, terutama Australia. Masalah terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin (cold war). Sekalipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasa warsa dan bahkan beberapa abad lalu, namun terorisme menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin. Pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun tengah bergolak  atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara yang gagal” (failed states), tidak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi resistensi atas sistem dunia melalui gerakan dan aksi-aksi  terorisme internasional.
  Bahaya terorisme tidak hanya terdapat dalam level internasional tapi juga masuk dalam level nasional, artinya ketimpangan atau ketidakselarasan sistem politik dan ekonomi global dapat menjadi dorongan bagi para pelaku terorisme nasional (dalam wilayah suatu negara) untuk melaksanakan tindakannya, walaupun mereka tidak mempunyai jaringan internasional.

Mengapa terorisme dikatakan sebagai gerakan atau aksi yang sangat berbahaya, yang dapat  mengancam peradaban umat manusia ? Untuk menjawab hal ini perlu kita cari definisi atau pengertian dari terorisme tersebut. Terorisme berarti menakut-nakuti (to terrify). Kata ini berasal dari Bahasa Latin, “terrere”  yang artinya, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintahan Teror Revolusi Perancis akhir Abad ke-18.
  Oleh karena itu, respon publik terhadap kekerasan, rasa cemas yang disebabkan terorisme, merupakan bagian dari pengertian terma tersebut. Dengan demikian tepat bahwa definisi aksi terorisme tergantung pada kita, para saksi, orang-orang yang merasa terancam atau cemas. Ini yang kita sebut, atau sering juga oleh para agen publik, seperti media berita, bahwa aksi-aksi kekerasanlah yang menciptakan pengertian-pengertian tersebut sebagai terorisme. Itulah aksi-aksi pengerusakan publik, dilakukan tanpa tujuan militeristis yang jelas, yang dapat menimbulkan rasa cemas (takut) secara luas.
  Ada beberapa pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa lembaga atau institusi keamanan, antara lain :

a. US Central Inteligence Agency (CIA). 

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan  untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

b. US Federal Bureau of Investigation (FBI). 

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak syah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan eleme-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

c. US Departments of State and Defense.

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran non kombatan. Biasanya untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

d. Konvensi PBB Tahun 1937.

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
 

e. Menurut James Adams.

Terorisme diartikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korbannya langsung. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional, ataupun untuk menggrogoti tata politik internasional yang ada.
  

Dari pengertian-pengertian dari istilah terorisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan terror untuk kekerasan yang bertujuan untuk membunuh, mencedrai, merusak, yang dilakukan oleh individu, kelompok yang bersifat nasional maupun internasional yang didasarkan  atas motif sosial, ekonomi, politik, ataupun motif tertentu dan si pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar dari akibat langsung serangan teror tersebut. Melihat uraian pengertian terorisme tersebut dapat dicermati bahwa terorisme adalah tindakan yang dapat mengancam jiwa dan raga manusia. Serangan teroris dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan tidak memilih korban, bisa pria, wanita, tua, muda, anak-anak, etnis apa saja, agama apapun, dimana mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tujuan maupun si pelaku tindakan teror tersebut. Seperti halnya war crime, genocide, aggression, terorisme dianggap mengancam kebudayaan dunia (world’s culture) dan kemanusiaan (mankind), karena itu harus diperangi dengan segala cara, baik melalui perangkat hukum, militer, intelijen, kepolisian, dan penegak hukum, serta penghukuman yang memadai bagi si pelaku, pembantu, kolaborator, penyedia, perakit bom, pemberi kesempatan, apalagi otak dan penggerak terorisme.
  

Dengan melihat paparan tersebut, maka jelas bahwa terorisme adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang benar-benar dapat mengancam peradaban umat manusia (crime against humanity). Akibat dari serangan teroris yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, terlepas dari motif agama, politik dan sebagainya, ternyata membawa dampak yang begitu besar terhadap peradaban kehidupan manusia. Kerugian secara material dan immaterial yang luar biasa dari serangan teror tersebut sangat dirasakan dalam kehidupan dan keberadaan umat manusia. Serangan terorisme benar-benar telah menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan trauma psikologis yang luar biasa bagi mereka yang terkena langsung atau tidak langsung dari serangan teroris tersebut.

III. KEBIJAKAN ANTI TERORISME UNTUK MELINDUNGI 
KEAMANAN MANUSIA 

Seperti telah dipaparkan dalam penjelasan terdahulu, bahwa masalah terorisme adalah persoalan yang sangat serius yang dihadapi oleh umat manusia pada Abad ke-21 ini. Gerakan terorisme yang sebagian besar didasari oleh faham fundamentalisme atau militansi agama, yang dibelakangnya terdapat kepentingan politik tertentu, ternyata dalam perkembangannya dewasa ini, benar-benar merupakan fakta yang mengancam keslamatan dan keamanan umat manusia (human security). Samuel Huntington, dalam bukunya : “The Class of Civilization”  menyatakan bahwa kita sedang  menghadapi sebuah perbenturan yang tidak dapat dihindari antara peradaban-peradaban dunia, khususnya Islam dan Barat.
 Perbenturan peradaban antara Islam dan Barat ini, kita rasakan juga di Indonesia, yang terlihat dalam serangan-serangan teroris yang berbasis fundamentalis Islam yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan Barat dan sekutu-sekutunya. Seperti misalnya, peristiwa pengeboman Sari Klab, Paddy’s, Raja’s, Kafe Nyoman, Kafe Menega di Kuta dan Jimbaran, Bali, (Tahun 2002 dan 2005), Hotel JW Marriott, di Jakarta (Tahun 2003), Kedubes Australia di Jakarta (Tahun 2004), pengeboman gereja-gereja di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta masih banyak lagi peristiwa pengeboman oleh teroris yang berhasil dan gagal di tanah air Indonesia.

Untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak semakin banyak jatuh korban akibat serangan teroris tersebut, maka harus ada kebijaksanaan anti terorisme. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak.
  Kebijakan anti terorisme ini masuk dalam domein ilmu kebijakan publik, dimana pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
 Dalam hal menjaga serta melindungi keamanan dan keslamatan warga negara dan orang asing yang tinggal di suatu negara dari ancaman tindakan terorisme, maka pemerintah dari negara yang bersangkutan  harus melakukan perbuatan atau tindakan. Kebijakan pemerintah suatu negara dalam mencegah dan menanggulangi masalah terorisme tidak hanya merupakan kebijakan yang berasal dari internal pemerintahan, tapi juga berasal dari opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Dalam prinsip demokrasi rakyat wajib diikutsertakan oleh pemerintah terutama dalam pengambilan keputusan dalam hal mengeluarkan peraturan atau setiap peraturan perundang-undangan maupun perundangan semu (peraturan kebijakan).
 Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest).
  Kebijakan  anti terorisme harus berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat), karena tindakan teroris dalam melaksanakan teror dengan cara meledakkan bom di tempat-tempat keramaian, seperti misalnya di restoran, klab malam, kafe-kafe, hotel-hotel, pusat-pusat perbelanjaan, telah secara nyata mengancam keamanan publik (public security). Disinilah pemerintah harus cepat tanggap dalam menangani kepentingan publik (masyarakat) tentang keamanan tersebut, jika pemerintah tidak tanggap, maka bisa saja masyarakat bertindak atau merencanakan tindakan, demi untuk mengawasi lingkungan mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk mengatasi permasalahan mereka,
 dalam hal mempertahankan keslamatan dan keamanan mereka dari serangan teroris. 

Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level internasional dan individu-individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional.
 Secara lebih khusus terorisme masuk dalam kajian Hukuim Pidana Internasional, karena Hukum Pidana Internasional mengkaji  kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional.
 Karena terorisme adalah kejahatan transnasional (transnational crime), maka masyarakat internasional atau negara-negara di dunia ini harus melakukan kebijakan anti terorisme dalam level internasional (lintas negara). Untuk melaksanakan kebijakan anti terorisme dalam level internasional, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai wadah bersama negara-negara di dunia ini telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional atau  konvensi (convention) yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya adalah :

- The Convention on The Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents. (New York, 1973) ;

- The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. (Tokyo, 1963) ;

- The Convention for The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. (The Hague, 1970) ;

- The Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Civil Aviation. (Montreal, 1971) ;

- The Convention on The Physical Protection of  Nuclear Material. (Vienna, 1980) ; 

- The Protocol for The Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. (Montreal, 1988) ;   

- The Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation. (Rome, 1988) ; 

- The Protocol for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of  Fixed Platforms Located on The Continental Shelf. (Rome, 1988) ;

- The Convention on The Marking of  Plastic Explosives for The Purpose of Detection. (Montreal, 1991) ; 

- International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings. (New York 1997) ;

- International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism. (New York, 1999) ;

Keseriusan PBB untuk mengatasi persoalan terorisme ini, tidak hanya berhenti dengan dikeluarkannya konvensi-konvensi tersebut, tapi berlanjut dengan membentuk Keelompok Kerja Kebijakan (Policy Working Group) yang bertugas membuat analisis dan rekomendasi, yang hasilnya digunakan sebagai langkah-langkah PBB untuk mengatasi permasalahan terorisme yang semakin kompleks.
  Untuk mengatasi permasalahan terorisme yang semakin serius ini, maka kerja sama internasional dalam rangka menkonter terorisme ini lazimnya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum (law enforcement), intelijen (intelligence) dan keamanan (security).

 Dalam skup nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan anti terorisme mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah (negara) dengan dikeluarkannya UU No. 15 Th. 2003, tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini lahir dari peristiwa atau tragedi serangan teroris yang sangat dahsyat di Kuta, Bali, tepatnya di Sari Klab dan Paddy’s, Tanggal 12-Oktober-2002. Serangan bom oleh teroris ini memakan korban 200 lebih nyawa manusia, menimbulkan kerusakan material yang sangat dahsyat di sekitar pusat ledakan, menimbulkan efek trauma psikologis yang berkepanjangan bagi para korban langsung atau tidak langsung, dan merusakkan tatanan perekonomian rakyat Bali, khususnya di bidang pariwisata. Melihat kerugian material dan immaterial yang tak terperikan ini, maka Presiden Megawati mengeluarkan Perpu RI No. 1 Thn. 2002, tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa  Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12-Oktober-2002, yang kemudian ditetapkan sebagai UU No.15 Th. 2003. 

Kebijakan anti terorisme sebenarnya adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahtraan masyarakat (sosial welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahtraan masyarakat.
 Dalam kebijakan anti terorisme di Indonesia, tujuan yang hendak dicapai dari penyusun rancangan undang-undang ini (sebelum ditetapkan sebagai UU No. 15 Th. 2003) adalah :

1. Untuk dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai   kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme ;

2. Untuk dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtra bagi Bangsa Indonesia ;

3. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalah gunaan wewenag oleh aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pembrantasan terorisme ;

4. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme ;

5. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.
 

Dalam kebijakan anti terorisme, yang utama adalah keslamatan bangsa, negara dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 walaupun dilain pihak Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 16 Th. 2003 tentang penerapan Perpu No. 2 Th. 2002 tentang Perpu No. 1 Th. 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12-Oktober-2002, tidak perlu membuat kita berkecil hati dalam membrantas terorisme, karena kita masih mempunyai UU No. 15  Th. 2003. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemberlakuan surut Perpu No. 1 Th. 2002 terhadap tragedi peledakan bom di Kuta, Bali, tentu akan dinilai juga oleh masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia  secara sungguh-sungguh mempunyai kemauan untuk membrantas tindak pidana terorisme? Karena dalam perjanjian internasional (convention), seperti misalnya dalam International Criminal Court (ICC) atau  dikenal dengan sebutan Statuta Roma yang sudah diratifikasi oleh 60 negara,
 dinyatakan bahwa terhadap kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) atau pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dapat diberlakukan Asas Retroaktif (pemberlakuan surut suatu aturan hukum), asas ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa, tidak boleh ada kejahatan yang lewat begitu saja tanpa hukuman. 

Demikianlah pembahasan mengenai kebijakan anti terorisme dikaitkan dengan keamanan manusia (human security).
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